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ANALISIS YURIDIS PINJAMAN ONLINE BERBASIS JAMINAN DATA
PRIBADI YANG DIBANDINGKAN DENGAN PRAKTIK PINJAMAN
KONVENSIONAL

Abstrak

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara
global pada tingkat sosial, budaya, ekonomi sampai dengan pola penegakan hukum,
Salah satu dampak positif majunya teknologi adalah munculnya Fintech atau layanan
pinjam meminjam uang berbasis online. Pada masa sekarang pinjam meminjam
berbasis online ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara
financial technology yang dianggap efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online serta upaya apakah yang
dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman
terhadap kebocoran data konsumen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis
adalah yuridis normatif yang artinya penulis dalam melakukan penelitian dan
membahas permasalahan menggunakan sumber hukum sekunder yang kemudian
ditekankan dan berdasarkan bahan — bahan hukum yang berlaku. Dari penelitian
tersebut ditemukan dasar perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan upaya yang dapat
dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap
kebocoran data konsumen dengan memohonkan erlindungan referensif kepada
Ooritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang.

Kata Kunci: perjanjian, pinjam-meminjam online, fintech.

Abstract
Information technology has changed the behavior and lifestyle of people globally at
the social, cultural, economic level to the pattern of law enforcement. One of the
positive impacts of advancing technology is the emergence of Fintech or online-based
lending and borrowing services. Nowadays, online-based lending and borrowing is
considered to be a model of a financing solution using financial technology that is
considered effective and efficient. The purpose of this study is to find out how the
legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based
loan agreement is and what efforts consumers can take in the event of a dispute with
the lender against the leakage of consumer data. The research method used by the
author is normative juridical, which means that the author in conducting research and
discussing problems uses secondary legal sources which are then emphasized and
based on applicable legal materials. From this research, it was found that the basis for
legal protection regarding the rights and obligations of the parties in online-based
lending and borrowing money agreements is regulated in Law Number 19 of 2016
Amendments to Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic



Transactions. Meanwhile, the efforts that consumers can take in the event of a dispute
with the lender regarding the leakage of consumer data are by applying for referential
protection to the Financial Services Authority as the authorized institution.

Keywords: agreements, online lending, fintech.

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi
(information technology) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di
masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan
kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang
membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dan akan memacu
pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan
atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana
untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan
bisnis-bisnis lainnya. Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi
di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang
cukup signifikan.

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat
secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia
menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya,
ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian
cepat. Perkembangan teknologi, mulai dari gelombang pertama hingga gelombang
yang paling mutakhir, selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung
Apalagi, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban
manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan
perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen (Miru, 1999). Hal ini dapat

dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut,



yaitu Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau
selanjutnya disebut (“UUPK: 1999”).

Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan
layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.
Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754
KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima
pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui
perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan
kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian
dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang
sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan Fintech,
pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan
diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam Fintech
ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya (Hartanto dan Ramli:
2018).

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini dianggap menjadi
suatu model solusi pembiayaan dengan cara financial technology yang dianggap
efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam
meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan
pinjaman tanpa harus terbatasi oleh ruang dan waktu selama gadget seperti
smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses
pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan
melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan
dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat (Suprayitno dan
Ismawati: 2008).

2. METODE
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang artinya

penulis dalam melakukan penelitian dan membahas permasalahan menggunakan



sumber hukum sekunder yang kemudian ditekankan dan berdasarkan bahan — bahan
hukum yang berlaku.

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
pustaka atau Library research. Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan
data yang digunfakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan
dan menggali sumber-sumber yang tertulis, baik dari instansi yang berhubungan,
maupun literatur buku yang relevan ke pembahasan penelitian yang digunakan demi

kelengkapan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online

3.1.1 Para pihak dalam pinjam meminjam uang berbasis online

Pengertian penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online telah

diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Online. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah

badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan

pinjam meminjam uang berbasis online. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat

berupa perseroan terbatas atau koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara layanan jasa pinjam
meminjam uang berbasis online haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan
oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap,
Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara
layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online hanyalah perseroan terbatas
yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau
Koperasi.

Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang
lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan
hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat

dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini



pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan
kegiatan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online.

Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas
atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam
kegiatan usaha layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online dimana hal ini
merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan
melibatkan banyak pihak.

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena
perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Pemberi pinjaman dapat
berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang
perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing,
badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

Pemberi pinjaman dalam skema layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis
online lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan jasa pinjam
meminjam uang berbasis online. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun
WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar
kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis online memberikan
kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “Know Your
Customer” guna menghindari tindakan pencucian uang.

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penerima pinjaman dalam sistem layanan jasa pinjam meminjam uang
berbasis online harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga

Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas,



penerima pinjaman dalam layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online
bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut
belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa
penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan
siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau
pinjam meminjam.

Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam
dengan penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online dimana
hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan
menyalurkan dana ke masyarakat.

Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara
wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan jasa
pinjam meminjam uang berbasis online. Selain itu, penyelenggara juga wajib
menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka
pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow
account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman.
Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu
guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan
persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (end user)
yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada
pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan
(collection). Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account dalam hal ini
yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat
melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan virtual account dan

escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.



OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan
penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala
atas penyelenggaraan sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online.
3.1.2  Perlindungan hukum dalam pinjam meminjam uang berbasis online
Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat
dalam suatu negara. Kemudian disisi lain perlindungan hukum menimbulkan
kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh
warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum adalah pemberian
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.
Hukum sangat dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi,
politik dan untuk memperoleh keadilan sosial (Basrowi, 2019).

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat
dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum.
Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum
preventif dan sarana perlindungan hukum represif dengan artian ;

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan
hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi
pengguna layanan Fintech khususnya pinjam meminjam berbasis online sebelum
terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan dari
penyelengara layanan pinjam meminjam berbasasis online tersebut. Upaya

penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar



perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada
Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil,
keandalan, keberhasilan dan kemanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna
secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

3.1.3 Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang
tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini
baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam
layanan pinjam meminjam uang berbasis online bisa terjadi antara pengguna dengan
pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.

Peranan Bank Indonesia dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis
online yaitu sebagai Lembaga negara yang independent yang berwenang mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia mendorong
perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis online guna merespon dari
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai
salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan pinjam meminjam uang
berbasis online. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha layanan pinjam
meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun
2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan
Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan
Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia nomor
18/40/PB1/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku
Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (Basrowi, 2019).



Kemudian jika mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor: 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi. Didalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus
ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang
biasa disebut dengan peer to peer lending. Sehingga pada akhirnya ini akan
melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan
nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas
sistem keuangan. Selain itu, layanan pinjam meminjam berbasis online dalam
peraturan Bank Indonesia diklasifikasikan kedalam jenis usaha keuangan finansial
teknologi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) PBI nomor 19/12/PBI/2017 (Zein,
2019).

Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis online yaitu sebagai
pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam
meminjam berbasis online ini. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk
menjamin bahwa layanan pinjam meminjam ini berjalan sesuai sebagai mana
harusnya. Dalam hal OJK melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan
pengawasan, telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa: Kegiatan jasa keuangan di
sektor perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan Kegiatan jasa
keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga
keuangan lainnya.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa OJK mempunyai kewenangan
dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa keuangan,
termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan jasa keuangan yang bersifat finansial
teknologi atau berbasis online di Indonesia.

Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di

sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan



terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan

produk dan layanan fintech dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan

konsumen.

3.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Terjadi Sengketa Dengan
Pemberi Pinjaman Terhadap Kebocoran Data Konsumen.

3.2.1 Literasi privasi

Privasi dan literasi digital sering digabungkan dan dipandang setara, namun definisi

keduanya berbeda. Literasi privasi merupakan pemahaman yang dimiliki konsumen

tentang lanskap informasi yang berinteraksi dengan mereka dan tanggung jawab

mereka dalam lanskap tersebut (Langenderfer & Miyazaki, 2009).

Definisi literasi privasi lain yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran seseorang
tentang bagaimana informasi dilacak dan digunakan dalam lingkungan online dan
bagaimana informasi itu dapat mempertahankan atau kehilangan sifat privasinya
(Givens, 2015). Definisi-definisi ini menyoroti gagasan literasi privasi sebagai
pengalaman kognitif atau proses pemikiran yang terjadi ketika informasi dibagikan.
Pemahaman literasi privasi ini jelas berbeda dari konsep literasi digital. Definisi
literasi privasi fokus pada pemahaman tentang tanggung jawab dan risiko yang terkait
dengan berbagi informasi secara online, literasi digital berfokus pada penggunaan
informasi berdasarkan tugas dalam lingkungan digital. Berdasarkan definisidefinisi
ini, literasi privasi lebih selaras dengan pemikiran Kritis.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “bahwa penggunaan setiap
data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik
data bersangkutan.” Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas
kerugian yang ditimbulkan. Dari pihak media sosial sebenarnya menjaga privasi
penggunanya namun jika pengguna menyetujui untuk memberikan data pribadi maka
data akan bisa diakses orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya
pengetahuan pengguna tentang tata cara melindungi privasi atau kurangnya

sensitifitas terhadap berbagai ancaman/ distorsi privasi. Pengguna dengan ancaman
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pelanggaran privasi yaitu pengguna yang akrab dengan teknologi digital atau disebut
dengan Gen C. Gen C atau connected generation merupakan gerenasi yang selalu
terkoneksi dimana mereka gemar membuat konten (creation), mengkurasi konten
(curation), serta membangun komunitas daring dan intens dengan aktivitas digital
(connected) (Hardey, 2011).

3.2.2 Masyarakat jaringan

Konsep masyarakat jaringan berkaitan dengan sosial dari globalisasi dan peran
teknologi komunikasi elektronik dalam masyarakat. Seorang ahli teori konsep yang
paling terkenal Manuel Castells (2004) menyebutkan “bahwa masyarakat jaringan
merupakan masyarakat yang struktur sosialnya terdiri dari jaringan-jaringan yang
ditenagai oleh teknologi informasi dan komunikasi berbasis mikro-elektronik.”
Seperti yang diperlihatkan Castells dalam bukunya, secara historis selalu ada jejaring
sosial dengan faktor kunci yang membedakan masyarakat jejaring adalah bahwa
penggunaan teknologi informasi membantu menciptakan dan mempertahankan
jejaring yang jauh di mana berbagai jenis hubungan sosial baru diciptakan.
Mengusung konsep ‘network society’ atau ‘masyarakat jaringan’ Castell adalah
pemikir kritis yang sudah maju pada zamannya, karena konsep tersebut masih relevan
dengan kondisi saat ini dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
sedemikian pesat. Masyarakat jaringan merupakan kemampuan beradaptasi dan
merespon pasar global, yang terpenting adalah jaringan. Jaringan terpusat dan
hierarkis yang diatur oleh perusahaan yang memberikan produk dan layanan yang
efisien dan dengan harga yang menguntungkan. Keberadaan teknologi informasi dan
komunikasi menjadi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam
kehidupan seharihari tanpa kita sadari akan selalu bersinggungan dengan keberadaan
teknologi. Berikut merupakan karakteristik masyarakat jaringan menurut Castell: The
Network Enterprise (Jaringan Perusahaan) Castells lebih memperhatikan perubahan
dalam proses kerja dan pola kerja. Menurut Castells (2004) pekerjaan informasi telah
meningkat dan lebih memuaskan daripada tenaga kerja pada masa lalu yang lebih

individual.
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Cultural consequences (Konsekuensi Budaya) Konskuensi yang timbul karena
adanya masyarakat jaringan bisa berdampak negative yang disebabkan karena adanya
perubahan teknologi, seperti konten pornografi yang disimpan dalam jaringan
internet. Disisi lain teknologi bisa berdampak positif, seperti pemanfaatan media
pengiriman Email, namun Castell tetap menitikberatkan pada dampak negatif.

The space of flows (Ruang arus) Dengan informasi yang teralirkan dan
tersentralisasi, tempat-tempat yang jauh dapat terintegrasi dalam jaringan
internasional yang menghubungkan sektor paling dinamis. Castells menekankan
bahwa kita sekarang mengalami ‘diskontinuitas geografis' yang melemparkan
hubungan keluar dari keteraturan.

Timeless time Teknologi informasi telah memusnahkan waktu, mengompresi
dan juga menghilangkan peruntutan waktu, misalnya di pasar keuangan global.
Timeless time mencirikan fungsi penguasa dan kelompok sosial.

The power of identity (Kekuatan Identitas) Pokok persoalan di sini adalah
gerakan sosial, dimana Castells mengartikan tindakan kolektif yang mengubah nilai-
nilai masyarakat yang memberikan orang dengan elemen utama identitas mereka.
Misalnya, Negara terancam dengan tekanan persaingan global seperti tenaga kerja
asing yang lebih murah.

Epochal change (Era Perubahan) Anggapan Castells bahwa kapitalisme
informasi menandai perubahan dari era yg penting. Sementara kapitalisme tetap
berlaku, ia percaya bahwa kita telah memasuki ‘era informasi'. Castells mengacu pada
'masyarakat jaringan' sebagai konseptualisasi paling akurat dari era ini, dan sulit
untuk tidak setuju dengan sebutan itu.

3.2.3 Literasi privasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran privasi di era
masyarakat jaringan

Data pribadi adalah informasi informasi yang jika terungkap ke halayak akan dapat

merugikan orang tersebut dari sisi psikologis, fisik maupun finansial. informasi

seperti nama lengkap,tanggal lahir, status pernikahan, nomor induk kependudukan

informasi medis, informasi tentang kontak nomor adalah privasi. Dari informasi
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inilah dapat diperoleh data baru yang dapat disalahgunakan untuk tujuan perdagangan
dan lain sebagainya. Negara di dunia sudah menerapkan aturan khusus untuk
melindungi privasi warganya dan karena aturan ini mengurus hak asasi manusia,
maka biasanya cenderung ketat. Di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 26 Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
melindungi setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik dan harus mendapat
persetujuan pemilik data bersangkutan

3.2.4 Peraturan pemerintah tentang perlindungan data privasi

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna
teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Kehadirat internet telah
mengubah cara pandang manusia untuk berkomunikasi, karena dapat meruntuhkan
batas-batas negara. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara
global menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang
berlangsung secara signifikan.

Namun hingga Kkini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik
mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Akibatnya dengan meningkatnya
pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait
dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena
seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti
perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan
dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi.

Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang
belum ada, namun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan
perundang-undangan lainnya62 seperti : UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan
Pokok Kearsipan, UU No0.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 7
Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang No.8

Tahun 1997 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang data perusahaan. Pada
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pasal 1 ayat 2 menjelaskan “bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan
atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka
pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lai maupun terekam
dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan Dalam undang-
undang No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan pada Bab IV tentang
Kewajiban Kearsipan pasal 9 dijelaskan bahwa: “(1)Arsip Nasional Pusat wajib
menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-
badan Pemerintahan Pusat. (2)Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan,
memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b
Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan
Daerah serta Badanbadan Pemerintah Pusat di tingkat Daerah. (3)Arsip Nasional
Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan
menyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan Swasta dan/atau perorangan.”

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam undang-undang ini di
jelaskan pada pasal 1 poin 28 menjelaskan “bahwa Rahasia Bank adalah segala
sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”
Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang
Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, “bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A4, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A4.”
Pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk
penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta
atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat
melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur

tertentu.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur
beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal
22 dinyatakan “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak
sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke
Jjasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Salah satu
hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah “bahwa dalam pemanfaatan
Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari
hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 bahwa Pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui sistim elektronik harus menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang
ditawarkan”. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menyatakan “kecuali ditentukan lain oleh
Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.” Ayat (2) kemudian menyatakan “setiap orang yang
dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Penjelasan Pasal
26 Ayat (1) menerangkan “bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi,
perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy
rights)”

UU ITE sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang
mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan
pemerintah. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum
kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi
dengan cara menerobos sistem pengaman. Selain itu juga secara tegas UU ITE
menyatakan bahwa penyadapan (interception) adalah termasuk perbuatan yang
dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam
rangka upaya hukum. Berdasarkan UU ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan

cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan
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jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh,
perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi
juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi,
perubahan, pernghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi
data otentik.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal
pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk
penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta
atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat
melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur

tertentu.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pada pinjam meminjam uang berbasis online
ini tidak terlepas dari syarat sah yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang
didalamnya harus ada kesepakatan para pihak yaitu antara debitur dan kreditur ,
kemudian kecakapan para pihak dimana ini dibuktikan dengan identitas para pihak
yang dicantumkan sebelum pelaksanaan perjanjian, kemudian pula suatu hal ternetu
dalam hal ini dimaksud pinjam meminjam uang tersebut serta suatu sebab yang halal,
yang berarti perbuatan pinjam meminjam uang berbasis online ini didasarkan pada
itikad baik para pihak. Kemudian pada pelaksanaannya, pinjam meminjam uang
berbasis online menjadikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai
dasar hukum bagi mereka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1338 KUH Perdata
serta tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016
yang juga menjadi salah satu dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pinjam
meminjam uang berbasis online ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan

khusus yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi regulasinya.

16



Perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian
pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang- Undang Nomor 19
Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, Perarturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang
Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, Peraturan Bank
Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016. Terdapat dua
macam perlindungan hukum pada pinjam meminjam uang berbasis online yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan
hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa yang artinya perlindungan hukum ini dilakukan sebelum
terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip
transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan kemanan data, dan
penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang
tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini
baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Dalam upaya
perlindungan hukum didalam pinjam meminjam uang berbasis online Otoritas Jasa
Keuangan memiliki peranan penting didalamnya yang meliputi pengawasan terhadap
kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online yang juga memastikan kegiatan
pinjam meminjam uang berbasis online ini terlaksana sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkaitan tentang hak dan

kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pinjam meinjam uang berbasis online.
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4.2 Saran

Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan pinjam
meminjam uang berbasis online sesegera mungkin agar terdapat regulasi yang jelas
dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online sehingga tidak
lagi hanya bertitik fokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka dari itu
diharapkan kepada pemerintah untuk serius memperhatikan kegiatan pinjam
meminjam berbasis online ini dikarenakan perkembangan teknologi yang
mempengaruhi masyarakat sudah memasuki tindakan atau pola perilaku masyarakat
dalam sektor bidang ekonomi atau bisnis, salah satunya yaitu kegiatan pinjam
meminjam berbasis online ini dengan kemudahan yang ada didalamnya dibandingkan
pinjaman di bank sehingga dapat mencuri perhatian masyarakat dan yang ditakutkan
adalah munculnya penyelenggara- penyelenggara pemberi pinjaman online yang
illegal sehingga dapat merugikan masyarakat, maka dari itu diperlukan peranan
pemerintah untuk hal tersebut.

Disarankan kepada debitur yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam
uang berbasis online untuk memperhatikan penyedia layanan pinjam meminjam uang
berbasis online dengan teliti dan utamakan penyedia layanan tersebut legal dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta diharapkan kepada debitur untuk memahami
terlebih dahulu klausula baku yang diberikan sebelum di sepakati. Kemudian para
pihak diharapkan untuk menjunjung perjanjian yang telah mereka sepakati dan saling
melaksanakan kewajiban masing-masing dan tidak melanggar hak dari masing-
masing pihak agar tidak terjadi sengketa diantara para pihak.

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan pinjam
meminjam uang berbasis online, maka penyelesaian menggunakan jalur non litigasi
lebih disarankan kepada para pihak dengan sebab alasan jalur non litigasi akan lebih
singkat penyelesaiannya dan para pihak akan mendapatkan win win solution. Apabila
para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau gugatan
perdata maka para pihak harus siap unrk mendapatkan hasil yang mutlak dari

keputusan majelis hakim, sedangkan apabila para pihak memilih untuk
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menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak itu sendiri yang
menyepakati bagaimana sengketa tersebut diselesaikan.
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